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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah 

hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 

1987.Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang 

dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah 

diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik 

atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman 

transliterasi itu adalah sebagai berikut. 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf.Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‟ koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 ā = أ  a = أ

 ī = إي ai = أ ي i = أ

 ū = أو au = أو u = أ

 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangakan dengan /t/ 

Contoh : 

 ditulis  mar’atun jamīlah       مر أة جميلت

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh : 

 ditulis  fātimah فا طمت

4. Syaddad(tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh: 

 ditulis   rabbanā ر بنا

 ditulis  al-birr  البر
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5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

 ditulis  asy-syamsu  الشمس  

 ditulis  ar-rojulu  الر جل

 ditulis  as-sayyidah  السيد ة

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

  ditulis  al-qamar  القمر

 ’ditulis  al-badi  البد يع

 ditulis  al-jalāl  الجلا ل

6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan apostrof / `/. 

Contoh:  

 ditulis   umirtu  أ مرث

 ditulis  syai’un  شيء
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 
 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah,  

dan Tuhanmulah yang maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena, 

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-’Alaq 1-5) 

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS:Ar-Rahman 13) 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin... 

Puji syukur kusembahkan kepada Allah yang Maha Pengasih dan 

Penyayang, atas takdirmu kau jadikan aku manusia yang senantiasa berusaha 

untuk selalu berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan 

ini. Lantunan Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur 

yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. 

 

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk 

Ibunda dan Ayahandaku tercinta, yang tiada pernah hentinya 

selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang 

serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap 

rintangan yang ada didepanku dan bisa menyelesaikan kewajibanku dengan baik. 

Ayah, Ibu, Ini hanya bagian kecil bukti baktiku pada kalian. 

 

Dalam setiap langkahku aku berusaha 

mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, 

Aku yakin atas dukungan doa dan restu Ayah Ibu 

mimpi itu akan terwujud di masa 

penuh kehangatan nanti. 

 

”Ya Allah ya Rahman ya Rahim. 

Berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka 

dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu. 

 

Untukmu Ibundaku tercinta Sholehati semoga tenang di surga. 

Ayahku Radi tersayang, cepat pulang, aku rindu.  

Sekarang aku sudah besar Yah   

...Terimakasih...   
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MOTTO 

 

                             

             

Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang 

yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin 

Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya.  

Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya)  

lagi Maha Mengetahui. 

(Q.S. An-Nur : 32) 
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ABSTRAK 

Ali Imron, 2018. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah 

(Analisis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama). Skripsi Fakultas Syari’ah 

Jurusan Hukum Keluarga Islam.  

Dosen Pembimbing: H. Saif Askari, S.H., M.H. 

 

Dispensasi nikah adalah pelunakan yang melarang atau membatalkan 

sebuah pernikahan dalam sebuah kasus tertentu. Dispensasi kawin adalah perkara 

voluntair berupa kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami 

isteri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 

tahun bagi wanita agar dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah  

umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru, seperti 

perceraian, rawan terjadi kematian bagi ibu dan anak, dan akan muncul 

kemiskinan. Selain itu, di dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan 

penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi 

dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan. 

Dari  ulasan  di  atas  ada  beberapa  permasalahan  yang  penulis  hendak 

kaji,  yaitu:  (1) Apa saja faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah 

di Pengadilan Agama Pemalang? (2) Apa saja dasar hukum pertimbangan Hakim 

dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) atau 

penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Teknik pengumpulan data dengan 

metode dokumentasi yakni menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, 

berupa berkas-berkas perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang 

dan menggunakan teknik kepustakaan. Sedangkan teknik analisanya dengan data 

reduction, data display dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan).  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

menyebabkan diajukannya dispensasi kawin adalah adanya penolakan dari KUA 

setempat, sudah disetujui kedua belah pihak, calon suami sudah punya 

penghasilan sendiri dan calon istri siap menjadi ibu rumah tangga, khawatir 

melakukan pelanggaran hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, sudah terlanjur hamil dan sudah punya anak. Pertimbangan majlis hakim 

dalam memberikan putusan dispensasi nikah yaitu permohonan yang diajukan 

sudah sesuai prosedur, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang 

berlaku, tidak ada halangan untuk menikah, khawatir melakukan pelanggaran 

hukum islam, terlanjur hamil, sudah mempunyai anak dan dalam permohonan 

yang di tolak karena tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Dasar hukum 

pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama yaitu: Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam. 

Kata kunci: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam 

mempunyai  nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 

menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan 

ghalidhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah. 

Maka dari itu Undang-undang Perkawinan mengatur siapa saja orang 

yang berhak melaksanakan perkawinan. Pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan 

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 

wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2
  

Sejalan dengan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam 

juga menyatakan, lelaki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus 

berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Akan tetapi aturan ini bisa 

dinego dengan cara meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang 

ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita. Akan tetapi, harus 

dipahami bahwa batas usia ternyata bukan 19 tahun atau 16 tahun. Pasal 98 

                                                           
1
 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974,  tentang  Perkawinan  pasal  I, hal. 2 

2
 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 7-

13 
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2 

 

 

 

Kompilasi Hukum Islam menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri 

sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.
3
 

Hal itu berarti bahwa perkawinan di bawah umur tersebut dilarang, 

kecuali ada alasan-alasan yang sifatnya darurat. Undang-undang tersebut 

dimaksudkan agar tidak terjadi kerusakan rumah tangga akibat umur para 

calon mempelai yang masih terlalu dini yang notabene masih berjiwa labil 

dan juga untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka. 

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 

kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang 

wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan 

penduduk lebih tinggi.
4
 

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria 

yang berusia di bawah 19 tahun dengan seorang wanita yang berusia di 

bawah 16 tahun dan bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 

7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak 

pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. 

Apabila perkawinan di bawah umur harus dilaksanakan maka calon pengantin 

harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan  

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2): Dalam 

hal penyimpangan dalam Ayat 1 Pasal ini dapat minta dispensasi kepada 

                                                           
3
 Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tektualitas sampai Legislasi), 

(Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 67 
4
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 59 
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Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria 

atau pihak wanita.
5
 

Dispensasi nikah merupakan salah satu perkara yang menjadi 

wewenang Pengadilan Agama. Dispensasi nikah adalah perkara voluntair 

berupa kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri 

yang usianya belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun untuk laki-

laki dan 16 tahun untuk perempuan, agar dapat melangsungkan perkawinan. 

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan permasalahan baru, 

seperti perceraian, rawan kematian bagi ibu dan anak, dan akan muncul 

kemiskinan.
6
 Selain itu di dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud 

penyimpangan itu apa, sehingga dalam hal ini Hakim harus menafsirkan 

sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi kawin 

yang diajukan. 

Di Indonesia pernikahan dini menjadi masalah yang bisa dikatakan 

serius. Hukum perkawinan di Negeri ini mengacu pada Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana salah satu poin dalam 

undang-undang tersebut mensyaratkan batas usia pernikahan adalah minimal 

16 tahun untuk perempuan. Poin dalam undang-undang tentang perkawinan 

itu bertabrakan dengan kampanye Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (BKKBN) dan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian 

                                                           
5
 Zaenuri, “Studi Kasus Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama 

Kabupaten Sleman” http://bdksemarang.kemenag.go.id/studi-kasus-dispensasi-nikah-di-bawah-

umur-di-pengadilan-agama-kabupaten-sleman/, diakses pada tanggal 26 Februari 2018 
6
 http://eprints.upnjatim.ac.id/270/1/file_1.pdf diakses pada tanggal 10 januari 2018 
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http://bdksemarang.kemenag.go.id/studi-kasus-dispensasi-nikah-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-kabupaten-sleman/
http://eprints.upnjatim.ac.id/270/1/file_1.pdf
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Kementerian Agama yang justru mengkampanyekan bahwa usia siap 

menikah ialah pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-

laki.
7
  

Namun pada kenyataannya, kasus pernikahan di bawah umur, masih 

kerap terlihat di pedesaan dengan berbagai faktor yang melatar belakanginya. 

Banyak dijumpai pernikahan anak yang masih di bawah umur. Adanya 

budaya nikah muda, kondisi ekonomi, pergaulan bebas dan faktor pendidikan 

yang rendah, membuat pola pikir dan perilaku masyarakat masih primitif dan 

kurang berkembang. Hal ini menjadi pemicu maraknya pernikahan di bawah 

umur. Di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang sendiri terdapat 84 

(delapan puluh empat) perkara dispensasi nikah di bawah umur yang 

didaftarkan ke Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 2018, dengan 

berbagai alasan dan sudah mendapatkan putusan oleh hakim setempat
8
. Dari 

84 (delapan puluh empat) perkara dispensasi nikah yang diajukan ke 

Pengadilan Agama Pemalang tahun 2018 ada permohonan yang di kabulkan 

dan ada yang ditolak.   

Fakta inilah yang menjadi hal menarik untuk diteliti. Tidak adanya 

syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi nikah 

memberikan peluang selebar-lebarnya kepada setiap warga yang ingin 

mengajukan permohonan dispensasi nikah. 

                                                           
7
 Alfa Tirza Aprilia, “Fenomena Pernikahan Dini dan Solusinya”, 

https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-

dini-dan-solusinya/, diakses pada tanggal 10 Januari 2018 
8
 Data dari buku register Pengadilan Agama Pemalang, Senin 18 Maret 2019 
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Berangkat dari latar belakang masalah tersebut dan melihat banyaknya 

perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang pada 

tahun 2018 dengan berbagai alasan yang melatar belakangi, membuat penulis 

tertarik untuk meneliti perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Pemalang. Sehingga dari masalah tersebut penulis mengambil judul 

“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah 

(Analisis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang)”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Pemalang? 

2. Apa saja dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memberikan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Pemalang. 

b. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam 

memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut: 
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a. Secara Teoritis 

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu 

fiqh mengenai batasan usia yang jelas untuk melangsungkan 

pernikahan. Selain itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam bidang hukum Islam khususnya munakahat. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang praktek dispensasi usia perkawinan di Pengadilan 

Agama Pemalang. 

D. Penelitian Terdahulu 

Dari hasil penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, yaitu skripsi yang disusun oleh Abdul Ghofar yang berjudul 

“Dispensasi Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Penetapan Pengadilan 

Agama Pemalang NO.017, 020 dan 032/Pdt.P/2010/PA/Pml)”, mahasiswa 

Jurusan Syarian STAIN Pekalongan tahun 2012. Dalam skripsi ini di jelaskan 

bahwa dispensasi dalam pandangan kesehatan, pernikahan usia dini sangat 

berisiko bagi kematian ibu dalam melahirkan, dalam perspektif Islam fikih 

sunah bahwa batasan usia pernikahan jika pihak lakai-laki dan perempuan 
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sudah baligh dan hitungan baligh ditentukan dengan hitungan tahun, maka 

perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun.
9
 

Kedua, skripsi “Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur (Analisis 

Tentang Penetapan Pengadilan Agama Batang No. 

003/Pdt.P/2009/PA.Btg)”, skripsi ini ditulis oleh Mudloaf  mahasiswa 

STAIN Pekalongan lulus tahun 2011. Skripsi ini menitik beratkan pada 

penyelenggaraan perkara dispensasi nikah karena hubungan di luar nikah 

(hamil sebelum menikah) di Pengadilan Agama Batang, selain itu juga 

mengkaji tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah.
10

  

Ketiga, penelitian yang berjudul “Dispensasi Nikah Disebabkan Hamil 

Di luar Pernikahan (Analisis Putusan PA Pemalang No. 

0009/Pdt.p/2010/PA.Pml)”, yang disusun oleh Neneng Nafisah mahasiswa 

Jurusan Syariah STAIN Pekalongan tahun 2011. Hasil penelitian ini 

menjelaskan mengenai nikah hamil. Sebenarnya pernikahan tersebut sah, 

karena yang menikahi adalah pria yang menghamili wanita tersebut. Seperti 

dijelaskan di KHI pasal 53. Selain KHI tersebut, permohonan dispensasi 

nikah ini menggunakan dasar dalil-dalil syar’i dan alasan kemaslahatan.
11

 

                                                           
9
 Abdul Ghofar, “Dispensasi Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Penetapan Pengadilan 

Agama Pemalang NO.017, 020 dan 032/Pdt.P/2010/PA/Pml)”, skripsi (Pekalongan: Jurusan 

Syariah STAIN Pekalongan, 2012) 
10

 Mudloaf, “Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur (Analisis Tentang Penetapan 

Pengadilan Agama Batang No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg)”, skripsi (Pekalongan: Jurusan Syariah 

STAIN Pekalongan, 2011) 
11

 Neneng Nafisah, “Dispensasi Nikah Disebabkan Hamil Di Luar Pernikahan (Analisis 

Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0009/Pdt.p/2010/PA.Pml)”, skripsi (Pekalongan: 

Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2011) 
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Sementara itu di dalam Jurnal Hukum Islam karya Kurdi Fadal dengan 

judul “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”, terbit 

tahun 2016. Membahas pernikahan di bawah umur dalam perspektif 

maqashid (tujuan-tujuan) Al-Qur'an. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara 

tegas perkawinan perkawinan di usia dini, namun ada mafsadat yang tidak 

ringan berarti pula praktiknya yang tidak terbaca pada gagalnya tujuan 

pernikahan yang telah menjadi perhatian Al-Qur'an. Usia yang masih 

prematur menjadi penyebab timbulnya mafsadat di atas, ayat-ayat itu telah 

memberikan standar usia pernikahan (QS Al-Nisa '[4]: 6). Dalam situasi 

tertentu pernikahan di bawah umur tetap dapat melahirkan maslahat yang 

sesuai dengan tujuan luhur Al-Qur'an, seperti bisa dapat menghindarkan 

seseorang dari perbuatan zina. Namun, setiap sisi positif dan negatif harus 

menjadi pertimbangan berdasarkan kemaslahatan yang ada, termasuk 

hubungan dengan tingkat maqashid: antara tujuan yang primer primer 

(dharuriyat), sekunder (hajiyat) maupun tersier (tahsiniyat).
12

  

Tabel 1.1.  

Persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu 

NO NAMA Judul 

 

Persamaan Dengan 

Skripsi Penulis 

Perbedaan Dengan 

Skripsi Penulis 

1 Abdul 

Ghofar 

Dispensasi Pernikahan 

Usia Dini (Studi Kasus 

Penetapan Pengadilan 

Agama Pemalang 

NO.017, 020 dan 

032/Pdt.P/2010/PA/P

ml) 

Tahun 2012 

Persamaan dengan 

skripsi penulis yaitu 

sama-sama 

mengkaji tentang 

dispensasi nikah. 

Skripsi Abdul Ghofar 

lebih mengkaji 

dispensasi dalam 

pandangan kesehatan. 

Sedangkan kajian 

skripsi penulis tidak 

terfokus pada 

dispensasi nikah 

                                                           
12

 Kurdi Fadal, “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”, Jurnal 

Hukum Islam, [Sl], Juni 2016, hal. 65-92  
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dalam pandangan 

kesehatan. 

2 Mudloaf Dispensasi Nikah 

Karena Belum Cukup 

Umur (Analisis 

Tentang Penetapan 

Pengadilan Agama 

Batang No. 

003/Pdt.P/2009/PA.Bt

g) 

Tahun 2011 

Persamaan dengan 

skripsi penulis yaitu 

sama-sama 

menganalisis 

penetapan 

dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama 

Batang. 

Skripsi Mudloaf  

membahas perkara 

dispensasi nikah 

karena hubungan di 

luar nikah  di 

Pengadilan Agama 

Batang. 

Sedangkan skripsi 

membahas faktor yang 

menyebabkan 

diajukannya dispensasi 

nikah dan 

pertimbangan hakim 

dalam memberikan 

putusan dispensasi 

nikah. 

3 Neneng 

Nafisah 

Dispensasi Nikah 

Disebabkan Hamil Di 

luar Pernikahan 

(Analisis Putusan PA 

Pemalang No. 

0009/Pdt.p/2010/PA.P

ml) 

Tahun 2011 

Persamaan dengan 

skripsi penulis yaitu 

sama-sama 

mengkaji tentang 

dispensasi nikah. 

Skripsi Neneng 

Nafisah menjelaskan 

sahnya nikah hamil 

jika yang menikahi 

adalah laki-laki yang 

menghamili. 

Sedangkan skripsi 

penulis tidak 

membahas mengenai 

masalah tersebut. 

4 Kurdi 

Fadal 

Pernikahan di Bawah 

Umur Perspektif 

Maqashid Al-Qur’an 

Tahun 2016 

Persamaan dengan 

skripsi penulis yaitu 

mengkaji 

pernikahan dibawah 

umur. 

Jurnal Hukum Islam 

Karya Kurdi Fadal 

Membahas pernikahan 

di bawah umur dalam 

perspektif maqashid 

Al-Qur'an. 

Sedangkan skripsi 

penulis membahas 

faktor yang 

menyebabkan 

diajukannya dispensasi 

nikah dan 

pertimbangan hakim 

dalam memberikan 

putusan dispensasi 

nikah di Pengadilan 

Agama Pemalang.  
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Dari hasil review beberapa penelitian, penulis menemukan beberapa 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pembahasan 

dispensasi nikah, kemudian pada perbedaan dapat dirumuskan bahwa titik 

permasalahan dan solusi yang ditawarkan berbeda dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan. Di mana dalam skripsi penulis mengkaji faktor yang 

menyebabkan diajukannya dispensasi nikah dan dasar hukum pertimbangan 

hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang. 

E. Kerangka Teori 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini 

berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974.
13

 

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah 

tangga, akan tetapi untuk mencapai kesana, kadang terhalang bencana yang 

menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu terjadinya perceraian. Salah satu 

faktor dan kecenderungan yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian 

adalah jika perkawinan itu dilaksanakan pada usia yang masih sangat muda.
14

 

Batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, 

mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian. 

Dengan demikian peraturan tentang usia ini sebenarnya sudah sesuai dengan 

prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan calon istri harus 

                                                           
13

 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  pasal  I, hal. 2 
14

 William, J. Goode, Sosiologi Keluarga, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim, cet. Ke-2, 

(Jakarta: Bia Aksara, 1985), hal. 194 
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telah masak jiwa dan raganya. Dengan adanya batasan umur ini, maka 

kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat 

ataupun hukum islam sendiri dapat dihindari.
15

 

Ahmad Rofiq menjelaskan dalam buku “Hukum Perdata Islam di 

Indonesia”, bahwa masalah penentuan usia dalam UU Perkawinan maupun 

dalam Kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaruan 

pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila 

dilacak referensi syar’inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah 

dalam surat An-Nisa’ ayat 9: 

                          

            

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang merekan anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab 

itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah 

mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa’:9) 

 

Ayat tersebut memberikan petunjuk (dalalah) bersifat umum, tidak 

secara langsung menunjukan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh 

pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan 

kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, 

rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan 

                                                           
15

 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 

2004), hal. 69-71 
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dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam 

rumah tangga berdasarkan kasih sayang.
16

 

Perbedaan batasan usia perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam 

kacamata ijtihadi adalah hal yang wajar karena bersifat ijtihadi. Hal senada 

juga secara metodologis, langkah penentuan usia perkawinan didasarkan pada 

metode maslahat mursalat. Karena sifatnya ijtihadi, yang kebenarannya 

relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku.
17

 

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 

Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai sia 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) 

tahun. Ayat (2) Dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) Pasal ini dapat 

minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 

kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
18

 

Kompililasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan pada Pasal 15 

Ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah 

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon 

suami sekurang-kurangnya harus berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-

kurangnya umur 16 tahun, Ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum 

mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur 

dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
19

 

                                                           
16

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia,... hal. 60. 
17

 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam,... hal.132. 
18

 Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974,  tentang  Perkawinan  Pasal  1, hal. 3. 
19

 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.hal. 19 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian pustaka (Library Research) atau penelitian hukum normatif 

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

kepustakaan (data sekunder).
20

  

2. Pendekatan Penelitian 

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus 

(Case Approach), pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan 

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang 

telah diputuskan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan (ratiodecidendi atau 

reasoning) dari hakim delam memutuskan suatu perkara.
21

    

3. Sumber Data
22

 / Bahan Hukum 

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data / 

bahan hukum  untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri 

dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

                                                           
20

 Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 13-14. 
21

 Mukti Fajar ND. Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 191. 
22

 Peter Mahmud Marzuki kurang setuju jika dalam penelitian hukum dikenal dengan istilah 

data, hanya ada bahan-bahan hukum. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Kencana, 2011), hal. 141. 
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perundang-undangan dan putusan hakim.
23

 Berdasarkan teori diatas, 

maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah salinan 

putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2018. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, adalah sumber data pustaka yang 

berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang 

masih berhubungan dengan penelitian ini.
24

 Sumber data Sekunder 

berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas 

keputusan pengadilan. 

Sumber data sekunder ini selanjutnya dikombinasikan dengan 

sumber data primer yang penulis dapatkan secara langsung dari 

sumber yang dapat dipercaya, agar penulis memperoleh hasil dan 

analisa yang tepat dan akurat. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang 

sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.25 Bila dilihat sumber 

datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan 

                                                           
23

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,..., hal. 141. 
24

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 

51. 
25

 Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hal. 103. 
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data sekunder serta data tertier.
26

 Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: 

a. Data primer dengan cara dokumenter, yakni menelusuri dan 

mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas perkara 

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang tahun 

2018. 

b. Data sekunder dan tertier yaitu data yang mendukung atau data 

tambahan bagi data primer yang berasal dari studi kepustakaan dengan 

mempelajari dan memahami buku maupun hasil penelitian, artikel dan 

internet, dokumen-dokumen resmi dan literatur-literatur tentang 

masalah dispensasi nikah atau pernikahan dibawah umur dari buku-

buku yang berkaitan dengan masalah tersebut.  

5. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kemudian dianalisis 

secara kualitatif dengan menggunakan instrumen (metode) induktif, 

penelitian ini menarik kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta khusus 

yang kemudian diinterpretasikan dalam pengertian yang umum. Fakta-

fakta yang dimaksud berupa alasan pemohon dalam pengajuan dispensasi 

nikah, serta pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam 

memberikan putusan terhadap dispensasi nikah. Menurut Miles dan 

Hubermaan analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri 

                                                           
26

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 62. 
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dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu data reduction, 

data display dan data conclusion.
27

 

a. Data Reduction adalah merangkum, memilih data-data yang pokok 

dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. 

Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok 

supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah 

peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. 

b. Data Display adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat 

atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan dan pengambilan tindakan. 

c. Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan) adalah analisis data terus 

menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk 

menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan peristiwa yang 

terjadi.
28

 

G. Sitematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan 

isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode 

penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab II Tinjauan pernikahan dalam hukum islam dan hukum positif, 

yang menguraikan gambaran umum tentang pernikahan meliputi dasar hukum 

                                                           
27

 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan 

Nvivo (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hal. 11 
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D), (Bandung: 

Alfabet, 2006), hal. 338 
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pernikahan, pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat 

nikah, tujuan dan hikmah pernikahan, dispensasi nikah dan batas usia 

pernikahan dan kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. 

BAB III Putusan Pengadilan Agama Pemalang terhadap dispensasi 

kawin terdiri dari: putusan Pengadilan Agama, tugas dan fungsi Pengadilan 

Agama, penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, faktor-faktor yang 

menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang 

dan dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi 

nikah.  

Bab IV Analisis putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Pemalang. Analisis faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Pemalang serta analisis terhadap dasar hukum 

pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Pemalang. 

Bab V Penutup, yaitu menguraikan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi tercapainya 

tujuan perkawinan dan keutuhan hidup berumah tangga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis data yang yang 

berkaitan dengan penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Pemalang maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Pemalang adalah adanya penolakan dari KUA setempat, sudah 

disetujui kedua belah pihak, calon suami sudah punya penghasilan 

sendiri dan calon istri siap menjadi ibu rumah tangga, khawatir 

melakukan pelanggaran hukum islam dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sudah terlanjur hamil dan sudah punya anak. 

2. Dasar hukum pertimbangan majlis hakim dalam memberikan putusan 

dispensasi nikah yaitu: permohonan yang diajukan sudah sesuai 

prosedur, alasan pemohon cukup kuat dan tidak bertentangan dengan 

perundang-undangn yang berlaku, tidak ada halangan untuk menikah, 

sudah sesuai posedur, Hakim sudah menasehati tapi tidak berhasil, 

sudah cukup alat bukti dan keterangan saksi, secara fisik dan mental 

keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan berumah 

tangga dan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 Pasal 7 Ayat (2). Sedangkan dalam perkara yang di tolak 

pertimbangan hakim yaitu tidak sesuaidengan peraturan Undang-

Undang yang berlaku karena pemohon bukan orang tua termohon,dan 
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pemohon tidak dapat memberikan bukti surat kuasa insidentil, orang tua 

pemohon masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Adapun 

dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Perkawinan Tahun 

1974 dan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. 

B. Saran 

Melihat hasil penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang  

dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:  

1. Pertama, dalam menetapkan perkara dispensasi kawin majlis hakim 

sebaiknya juga mempertimbangkan dampak negatif lebih mendalam 

yang akan ditimbulkan.  

2. Orang tua melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih terhadap 

anak serta memberikan pendidikan agama, agar kehidupan mereka lebih 

baik dari sebelumnya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diingikan lagi. 
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